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JRA KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Riset Akuntansi, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
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menyebarluaskan informasi hasil riset akuntansi kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa,
dan lain-lain meliputi bidang : Akuntansi, Bisnis, dan Manajemen.

Jurnal riset akuntansi menerima kiriman artikel hasil riset akuntansi dan manajemen
yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa
artikel yang dikirim ke jurnal riset akuntansi tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal
yang lain. Untuk artikel hasil riset dengan pendekatan survey atau eksperimental, penulis harus
melampirkan instrumen riset (Kuesioner, kasus, daftar wawancara, dan lain-lain). Agar hasil
riset bisnis dan manajemen yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi dapat bermanfaat untuk
pengembangan praktik, pendidikan dan riset akuntansi, penulis artikel berkewajiban
memberikan data riset kepada yang memerlukannya dan memberikan informasi cara
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Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi melalui proses blind review
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JI. DipatiUkur No. 112-114 Bandung 40132
Telp. (022) 2504119, Fax. (022) 2533754
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Berikut Ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Riset Akuntansi yang diharapkan
dapat menjadi pertimbangan bagi penulis.

1.

VI

Sistematika pembahasan dalam artikel setidaknya terdiri atas bagian-bagian sebagai
berikut :

Abstrak bagian ini memuat ringkasan riset, antara lain mengenai : masalah riset,
tujuan, metode, tmuan, dan kontribusi hasil riset. Abstrak disajikan di awal teks dan
terdiri antara 150 s/d 200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa inggris). Abstrak
diikuti dengan tiga kata kunci (keywords) untuk memudahkan penyusunan indeks
artikel.

Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan
tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis memaparkan kajian pustaka
berdasarkan telaah literature yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan
kerangka pemikiran dan hipotesis atau proposisi riset dan model riset (jika dipandang
perlu).

Objek dan metode penelitian memuat objek penelitian menguraikan objek yang diteliti
sesuai dengan judul riset dan metode penelitian yang berisi desain penelitian,
operasionalisasi variable, teknik pengumpulan data, unit analisis, teknik penarikan
sampel, pengujian hipotesis.

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil penelitian memuat hasil
penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan memuat analisis statistik (jika ada)
dan analisis ekonomi.

Kesimpulan dan saran menguraikan kesimpulan penelitian dan saran berisi solusi dan
kelemahan penelitian, temuan dan keterbatasan penelitian.

Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel. Hanya
sumber yang diacu yang dimuat di daftar referensi ini.

Lampiran memuat table, gambar, dan isntrumen riset yang digunakan.

2.

Artikel diketik dengan jarak baris satu spasi pasa kertas A4 (21 cm x 29,7 cm). kutipan
langsung yang panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan
indented style (bentuk berinden).

Panjang artikel tidak lebih atas 7.000 kata (dengan Janis huruf arial ukuran 10) atau
maksimal 25 halaman.

Margin atas = 4 cm dan bawah, kiri dan kanan = 3 cm.

Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis).
Semua halaman, termasuk table, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut
halaman.

Table/gambar sebaiknya dapat disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan
(umumnya di bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam
teks, tempat pencantuman table atau gambar.

Program Studi Akuntansi — Universitas Komputer Indonesia



Jurnal Riset Akuntansi — Volume VIII / No.1 / April 2016

8. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau
gambar dan sumber kutipan (bila relevan).

Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang
menyebutkan nama akhir penulis, tahun, koma, dan nomor halaman jika dipandang

9.

10.

perlu.

Contoh :

a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell 1981). Jika disertai nomor
halaman : (Brownell 1981).

b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon 1991).

c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Gul dkk. 1995 atau Hotstede et
al. 1990).

d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk 1990; Mia 1988).

e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Brownell 1981, 1983) Jika tahun
publikasi sama (Brownell 1982a, 1982b).

f.  Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan

akronim institusi yang bersangkutan misalnya (I1Al, 1994).

Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber kutipan)
dengan ketentuan penulisan sebagai berikut ;

a.
b.

Daftar pustaka disusun alfabetis sesuai dengan nama penulis atau nama institusi.
Susunan setiap referensi ; nama penulis, tahun publikasi, judul jurnal atau buku
teks, nama jurnal atau penerbit, nomor halaman.

Contoh :

American Accounting Association, Committee on Concepts and Standards for
External Financial Reports. 1997. Statement on Accounting Theory and Theory
Acceptance/ Sarasota, FL : AAA.

Demski, J.S., dan D.E.M. Sappington. 1989. Hierarchical Structure and
Responsibility Accounting, Journal of Accounting Research 27 (Spring) ; 40-58.

Dye, R.; B. Balachandran; dan R. Magee. 1989. Contigent Fees for Audit Firm.
Working paper, Nortwestern University, Evansto, II.

Indriantoro, N. 1993. The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and
Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating
Variables.Ph.D. dissertation. University of Kentucky, Lexington.

Naim, A. 1997. Analysis of The Use of Accounting Product Costs In Oligopolistic
Pricing Decisions. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 12 (Oktober) 43-50.
Porcano, T.M. 1984a. Distructive Justice and Tax Policy. The Accounting Review,

59 (October) : 619-636.
, 1984b. The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate

Investment Intentions. The Journal of the American Taxation Association 6
(Fall) : 7-19.

Pyndyk, R.S. dan D.L. Rubinfield. 1987. Econometric Models & Economic Forecast,
3ed., NY : McGrow-Hill Publishing, Inc.

11. Artikel diserahkan dalam bentuk cd dan empat eksemplar cetakan.
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ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013

Adeh Ratna Komala
Dewi Eka Apriliyani S
1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling utama yang
digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ni Ketut Muliari,
2011). Dikatakan lebih lanjut bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terus
meningkat dibandingkan dengan penerimaan dari sektor migas (Mardiasmo 2002:2). Pajak
merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, sehingga target penerimaan dari pajak
ini terus meningkat setiap tahun dan merupakan potensi yang cukup besar untuk bisa digali di
Indonesia (Agusti dan Herawaty, 2009:2).

Penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak
hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh
karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak
sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang
ada (Rahmad dkk, 2011).

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak selama ini
belum optimal (Wiko Saputra, 2014). Hal senada dikatakan Fuad Rahmany (2014) yang
mengatakan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2014.
Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Danhil Anzar (2014) yang menyebutkan bahwa penerimaan
pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Berikutnya Bambang PS Brodjonegoro (2014) menyebutkan
bahwa salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan waijib
pajak di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui
ekstensifikasi diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif (Maria,
2011). Yustinus (2015) menegaskan bahwa masih ada perusahaan sebagai waijib pajak terdaftar
tidak aktif membayar pajak karena menganggap bukan kewajiban sehingga diabaikan. Hal
tersebut juga dipertegas oleh penemuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung
Karees, dimana jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi
pelaporan SPT mengalami penurunan setiap tahunnya.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui surat tagihan pajak. Mardiasmo (2009:37)
mengatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi
administratif berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan
surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh
wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa.

Menurut llyas dan Burton (2008: 47) surat tagihan pajak (STP) terdiri dari surat ketetapan
pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar
tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat pemberitahuan pajak
terutang (SPPT). Lebih lanjut dikatakan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat pertama
yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak akibat salah tulis atau salah
hitung, harus membayar denda sebesar 2%, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah
memungut pajak, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan tetapi tidak benar.
Selanjutnya Ginting (2006) menyebutkan bahwa wajib pajak yang terutang pajak 95% mau
membayar pajak setalah surat penagihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis terhadap Surat Tagihan Pajak dan
Penerimaan Pajak’.
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2. Landasan Teori
Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut
atau pemotong pajak tertentu (Erly Suandy, 2002:3).

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah
persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
peundang-undangan perpajakan. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 151)
Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib
pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara
tepat jumlah pajak yang terutang.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat
yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak guna
memenuhi kewajiban perpajakan.

Berikutnya definisi Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Mardiasmo (2009:37 ) adalah
sebagai berikut:

“Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi
administratif berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat
dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar
penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa”.

Selanjutnya Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:173) menyatakan bahwa Surat
Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat yang
digunakan untuk melakukan tagihan pajak berupa sanksi administratif seperti bunga atau denda,
memiliki hukum dan dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa apabila pajak yang terutang
tidak dibayar oleh waijib pajak.

Fungsi STP menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah untuk
menagih:

1) Pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang bayar

2) Kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak akibat salah tulis dan atau hitung dalam
SPT

3) Jika Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT, maka sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT Masa dan denda sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT
Tahunan

4) Pasal 19 ayat (1) UU KUP, sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk seluruh
masa pajak atas jumlah pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT,
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dan tambahan jumlah pajak berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan atau putusan banding pada saat jatuh tempo.

Adapun Penerbitan STP menurut pasal 14 (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1)
2)

3)
4)

5)

1)
2)

3)

Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan salah hitung

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga

Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak

Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi telah membuat
faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak
membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Berikutnya kewajiban wajib pajak penerima Surat Tagihan Pajak adalah:
Melunasi Surat Tagihan Pajak (STP) sebelum jatuh tempo.

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran, atas pajak terutang sebagaimana tercantum
dalam Surat Tagihan Pajak (STP) atau kurang dibayar, maka wajib pajak juga dikenakan
sanksi administrasi bunga penagihan dan wajib pajak harus melunasi.

Melaporkan pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) kepada seksi penerimaan dan seksi
penagihan di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Adapun hak wajib pajak, seperti yang tercantum dalam pasal 16 (1) UU KUP yaitu, wajib

pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dalam
penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel Surat Tagihan Pajak

menggunakan skala Rasio dan menggunakan perhitungan data deret waktu (Awat, 1995:547)
tiap tahun dari STP yang dikeluarkan oleh fiskus tiap tahunnya, dimana perhitungan dimulai dari
tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan rumus sebagai berikut :

Surat Tagihan Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

STP Tahun ini—STP Tahun lalu
STP = x 100%
STP Tahun lalu

(Sumber: Awat, 1995:547)

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Jhon Hutagaol (2008, 325) adalah sumber penerimaan yang

dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai
kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Rifai Yusuf (2011) mengatakan bahwa
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penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk baik
untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang diperoleh secara terus menerus
demi memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel Penerimaan Pajak
dengan menggunakan skala rasio. Penerimaan Pajak dapat dirumusakan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak =
: Target Penerimaan Pajak

(sumber : Jhon Hutagaol 2008, 325)
3. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan
penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode
Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian
yang bermaksud untuk membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian
kejadian (Sumadi,2013:76). Sedangkan metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya
apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah
dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupannya
(Mashuri, 2008:45).

Menurut Sugiyono (2013:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguiji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan
adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan
menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti,
sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang
diteliti.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguiji
lebih dalam pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan
Pajak pada KPP Pratama kota Bandung, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis
apakah diterima atau ditolak.

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel Surat Tagihan Pajak
(X) sebagai variabel bebas sedangkan variabel Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel dependen
atau variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:39) :

1) Variabel independen (variabel bebas) merupakan varibel stimulus, prediktor, antecendent
yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat).



Jurnal Riset Akuntansi — Volume VIII / No.1 / April 2016

2) Variabel dependen (varibel terikat) merupakan variabel output, kriteria, konsekuen yaitu
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari
variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu
statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan objek penelitian yaitu pengaruh Surat
Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bandung.

Peneliti menggunakan skala pengukuran guna menghasilkan data kuantitatif yang akurat
dan tepat. Menurut Sugiyono (2013:92) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang
digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam
pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala
nominal,ordinal dan interval dengan keindahan skala ini mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut
atau mempunyai titik awal nol yang berkaitan dengan ketidakhadiran variabel yang sedang
diukur. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang
sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau
obyek tertentu dengan lainnya (Jonathan,2012:71).

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu
dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah, maka
operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam gambar tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Konsep variabel Indikator Skala
Surat Surat Tagihan Pajak adalah surat

Tagihan untuk melakukan tagihan pajak o;prahun inieSTP Tahun lalu

Pajak (X) atau sanksi administrasi berupa STP Tahun Tal x 100%

(Siti Kurnia bunga dan/atau denda. Rasio
Rahayu,

2010:186;

(Sony Devano dan Siti Kurnia

Mardiasmo Rahayu, 2006:173)

2009:37) (Awat , 1995:547)
Penerimaan Penerimaan Pajak adalah sumber
Pajak penerimaan yang dapat diperoleh
(Y) secara terus-menerus dan dapat
dikembangkan secara optimal Realisasi Penerimaan Pajak ,
(Jhon sesuai kebutuhan pemerintah Target Penerimaan Pajak Rasio
Hutagaol, serta kondisi masyarakat.
2008: 325;
Rifai ~ Yusuf,
2011) (Jhon Hutagaol, 2008:325)

(Jhon Hutagaol, 2008:326)
Sumber Data danTeknikPengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:137)
sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.
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Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari
data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi setiap tahun mengenai Jumlah wajib pajak
terdaftar, jumlah wajib lapor SPT , jumlah STP yang diterbitkan, jumlah realisasi penerimaan
pajak dan jumlah target penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :

1) Studi kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah fext book dan website yang
ada seperti www.pajak.go.id

2) Studi Lapangan (Field Research)

a) Observasi: Pengamatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung KPP Pratama Kota
Bandung untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti terkait judul yang diteliti .

b) Dokumentasi: Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

Tabel 2.
Populasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1

Kode Nama KPP

441 KPP Madya Bandung

405 KPP Pratama Sukabumi

406 KPP Pratama Cianjur

409 KPP Pratama Purwakarta

421 KPP Pratama Cimahi

422 KPP Pratam Bandung Tegalega
423 KPP Pratama Bandung Cibeunying
424 KPP Pratama Bandung Karees
425 KPP Pratama Tasikmalaya
428 KPP Pratama Bandung Bojonagara
429 KPP Pratama Bandung Cicadas
442 KPP Pratama Ciamis

443 KPP Pratama Garut
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Kode Nama KPP

444 KPP Pratama Majalaya

445 KPP Pratama Soreang

446 KPP Pratama Sumedang

Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling.
Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau
kesempatan sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel
(Sugiyono, 2012:120).

Adapun kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel, yaitu:
KPP Pratama yang terdaftar di Kota Bandung.
Tabel 3.

Hasil Purposive Sampling

Keterangan Jumlah
KPP yang berada dikota Bandung 5
KPP di kota Bandung yang terpilih menjadi sampel 5

Menurut Sugiyono (2013, 116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas maka sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung ada
5 (Lima) KPP, adapun data yang digunakan penulis selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2009
sampai 2013 dengan jumlah sebanyak 25 data.

4. Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Analisis
Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X) dan Penerimaan Pajak (Y). Penelitian ini dilakukan pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Bandung diantaranya KPP Pratama Bandung
Tegalega, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama
Bandung Bojonagara, dan KPP Pratama Bandung Cicadas. Sumber data yang digunakan adalah
data sekunder berupa laporan penerimaan pajak tahunan periode 2009-2013. Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak pada lima KPP Pratama
Kota Bandung tersebut selama periode 2009 — 2013. Berikut disajikan gambaran mengenai surat
tagihan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung selama periode 2009-2013:

Tabel 4.
Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Periode 2009-
2013
Surat Tagihan Pajak (dalam %)
Kantor Pajak
2009 2010 2011 2012 2013
KPP Pratama Bandung Tegallga 89,91 -4,97 -12,01 80,00 19,82

KPP Pratama Bandung Cibeunying 155,17 88,74 -17,98 150,05 -4,00




Jurnal Riset Akuntansi — Volume VIII / No.1 / April 2016

Surat Tagihan Pajak (dalam %)

Kantor Pajak
2009 2010 2011 2012 2013
KPP Pratama Bandung Karees 95,02 -5,99 -1,99 11,19 28,38
KPP Pratama Bandung Bojonagara 32,34 4,98 53,88 18,21 -9,95
KPP Pratama Bandung Cicadas 52,78 -13,33 66,08 26,95 1,00
Rata-rata 85,04 13,88 17,60 57,28 7,05

(Sumber : KPP Pratama kota Bandung, data diolah)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tahun 2009 merupakan tahun pertama yang digunakan dalam penelitian. Pada tahun ini
terlihat penerbitan surat tagihan pajak sebesar 85,04 %. Penerbitan surat tagihan pajak
terjadi karena terlambatnya pelaporan SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat
salah tulis dan/ atau salah hitung.

2. Padatahun 2010 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 13,88 atau menurun sebesar
71,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini KPP Pratama kota Bandung mengalami
penurunan tingkat penerbitan surat tagihan pajak. Penurunan terjadi dikarenakan waijib
pajak yang melaporkan SPT nya sudah mulai sesuai dengan seharusnya dan tepat waktu
sehingga tida perlu diterbitkan surat tagihan pajak.

3. Pada tahun 2011 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 17,56 atau meningkat
sebesar 3,72% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masih ada wajib
pajak yang terkena sanksi bunga/administrasi yang dikarenakan pelaporanya yang sudah
jatuh tempo dan pengisian yang salah tulis dan/atau salah hitung.

4. Pada tahun 2012 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 57,28 atau meningkat
sebesar 39,68% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pada tahun ini terjadi
peningkatan penerbitan STP pada KPP Pratama kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh
wajib pajak yang lalai membayar pajak pada tempat waktu dan kurangnya pemahaman
dalam menggunakan sistem perpajakan yang mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam
pelaporan SPT.

5. Padatahun 2013 rata-rata penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 7,05 atau menurun
sebesar 50,23% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung
mengalami penurunan penerbitan STP. Hal tersebut disebabkan oleh semakin beratnya
sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib pajak masih belum memenuhi kewajiban
membayar pajak.

Adapun untuk mengetahui perkembangan rata-rata penerbitan surat tagihan pajak pada
KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013, dapat dilihat pada gambar grafik berikut:
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Gambar 1.
Grafik Surat Tagihan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013

Gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan surat tagihan pajak pada KPP
Pratama yang Kota Bandung. Dari gambar tersebut diketahui bahwa surat tagihan pajak terendah
berada pada tahun 2013 sebesar 7,05% sedangkan Surat Tagihan Pajak tertinggi berada pada
tahun 2009 sebesar 85,04% dengan rata-rata Surat Tagihan Pajak pada KPP Pratama Kota
Bandung pada periode 2009 - 2013 sebesar 36,17%. Sedangkan jika dilihat dari
perkembangannya seperti yang terlihat pada gambar di atas terjadi fluktuatif, dimana secara
umum terjadi penurunan sejak periode awal tahun 2009 hingga tahun 2013. Peningkatan STP
yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2012, namun kembali menurun pada tahun 2013.

Analisis rasio penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung Periode 2009-2013

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama
Kota Bandung periode 2009-2013.

Tabel 5

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung periode 2009-
2013

Penerimaan Pajak (dalam %)

2009 2010 2011 2012 2013

KPP Pratama Bandung Tegallga 80,03 122,50 108,79 81,22 99,21
KPP Pratama Bandung Cibeunying 92,10 104,41 107,65 74,98 112,46
KPP Pratama Bandung Karees 83,19 127,72 122,32 94,38 107,50
KPP Pratama Bandung Bojonagara 90,88 87,28 93,76 106,04 109,29
KPP Pratama Bandung Cicadas 94,26 88,98 104,06 87,70 96,74
Rata-rata 88,09 106,18 107,32 88,86 105,04

(Sumber : KPP Pratama Bandung, data diolah)

Kantor Pajak
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Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa:

1. Tahun 2009 merupakan tahun pertama dijadikan penelitian, pada tahun ini terlihat
penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Bandung sebesar 88,09%. Laporan penerimaan
pajak tahun 2009 merupakan dasar dilakukannya penelitian. Sehingga peneliti belum dapat
memperbandingkan.

2. Padatahun 2010 penerimaan pajak yaitu sebesar 106,18 atau meningkat 18,09% dari tahun
sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami kenaikan tingkat
penerimaan pajak bahkan melebihi target 100%. Hal tersebut karena tingkat kepatuhan
wajib pajak pada KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan.

3. Pada tahun 2011 rata-rata penerimaan pajak yaitu sebesar 107,32 atau meningkat 1,14%
dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan
kembali dan target dapat dicapai melebihi 100% kembali. Hal tersebut karena upaya
sosialisai yang dilakukan KPP dalam meningkatkan kepatuhan waijib pajak berpengaruhi
terhadap penerimaan pajak .

4. Pada tahun 2012 penerimaan pajak yaitu sebesar 88,86 atau menurun sebesar 18,46% dari
tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami penurunan
karena meningkatnya penerbitan surat tagihan pajak, sehingga penerimaan pajak tidak
mencapai target.

5. Pada tahun 2013 penerimaan pajak yaitu sebesar 105,04 atau meningkat sebesar 16,18%
dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan
kembali dari tahun sebelumnya bahkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut
terlihat dari meningkatnya tingkat kepatuhan waijib pajak dan menurunnya penerbitan surat
tagihan pajak.

Adapun untuk mengetahui perkembangan rata-rata penerimaan pajak pada KPP
Pratama kota Bandung selama periode 2009-2013, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Penerimaan Pajak (dalam %)
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Gambar 2.

Grafik Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung
periode 2009-2013

Pada gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa:
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Perkembangan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung. Dari gambar
tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak terendah berada pada tahun 2009 sebesar 88,09%
sementara penerimaan tertinggi terjadi tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 107,32% dengan
rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung pada periode 2009 — 2013 sebesar
99,10%. Sedangkan jika dilihat dari perkembangannya seperti yang terlihat pada gambar di atas
terjadi fluktuatif, dimana terjadi peningkatan penerimaan pada tahun 2010, 2011, dan tahun 2013,
sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2012.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil
kesimpulan bahwa penerbitan surat tagihan pajak berfluktuatif dimana titik terendah ada di tahun
2013 dan tertinggi terjadi pada tahun 2009. Penyebab terjadinya titik tertinggi penerbitan SPT di
tahun 2009 adalah karena terlambatnya pelaporan SPT serta kekurangan pembayaran pajak
akibat salah tulis dan/ atau salah hitung. Adapun terjadinya penurunan di tahun 2013 hingga
mencapai titik terendah karena semakin beratnya sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib
pajak masih belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Seperti halnya penerbitan SPT, penerimaan pajak pun mengalami naik turun.
Berdasarkan hasil penelitian titik terendah penerimaan pajak terjadi di tahun 2009, tahun ini
dijadikan tahun dasar dalam penelitian ini sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun
sebelumnya. Adapun titik tertinggi dalam peneriamaan pajak terjadi di tahun 2011. Hal ini
dikarenakan

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan terkait rasio penerbitan surat tagihan pajak dan
rasio penerimaan pajak, maka penulis akan memberikan saran yaitu:

1. Untuk menekan penerbitan Surat Tagihan Pajak agar penerimaan pajak dapat diterima secara
optimal, pihak KPP Pratama Bandung dapat melakukan tindakan seperti sosialisasi mengenai
pengetahuan dalam membayar pajak dan berkomunikasi dengan baik agar wajib pajak tidak
melakukan kesalahan atau pelanggaran.

2. Bagi pengembangan ilmu terkait rasio penerbitan surat tagihan pajak dan rasio penerimaan
pajak penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang
akuntansi khususnya perpajakan.

3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk
menambah indikator ataupun variabel lain sehingga penelitian yang dilakukan dapat
memberikan manfaat yang lebih baik lagi.
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